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Abstrak
 

Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Oleh

sebab itu korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Korupsi juga

melibatkan pihak swasta dan korporasi, bahkan pihak swasta termasuk yang paling banyak berurusan

dengan KPK sejak 2004 s.d. 2021. Seiring dengan perkembangan teknologi dan transaksi keuangan yang

canggih dan lintas batas, pelaku kejahatan yanag sebenarnya mengontrol, memiliki dana menerima manfaat

dari kejahatan (beneficial ownership) melakukan serangkaian skema untuk menyamarkan keberadaannya.

Tesis ini membahas bagaimana penerapan prinsip mengenal pemilik manfaat dalam penanganan perkara

tindak pidana korupsi dan bagaimana aturan dan basis data beneficial owner dapat mendukung

pemberantasan korupsi. Metode yang dipergunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil dari

penelitian ini adalah aparat penegak hukum di Indonesia telah mengungkap beberapa kasus korupsi yang

melibatkan beneficial owner, diantaranya adalah kasus Muhammad Nazarudin (kasus korupsi wisma atlet),

Muhammad Yahya Fuad (kasus korupsi Kabupaten Kebumen), dan Eddy Sindhoro (kasus suap panitera).

Dari perkara tersebut kita bisa melihat bahwa prinsip mengenal pemilik manfaat telah dikenal dalam rezim

undang-undang tindak pidana korupsi, pemidanaan korporasi, dan tindak pidana pencucian uang. Perpres 13

tahun 2018 juga telah mengatur secara spesifik mengenai definisi, kriteria, dan pelaporan pemilik manfaat

sebenarnya. Namun, dalam pelaksanaan aturan tersebut masih memiliki beberapa kendala, salah satunya

adalah, pencatatan informasi badan hukum (legal person) yang menyebar di berbagai peraturan, belum ada

mekanisme check and balances yang memadai, kurangnya sinergi antar lembaga, dan penggunaan basis data

beneficial owner yang belum optimal.

......Corruption hinders the nation's economic, social, political, and cultural development. Therefore,

corruption is classified as an extraordinary crime. Corruption also involves the private sector and

corporations. The private sector has had the most dealings with the Corruption Eradication Commision

(KPK) Indonesia since 2004 until 2021. Along with the development of technology and sophisticated and

cross-border financial transactions, criminals who control and have funds receiving benefits from crime

(beneficial owner) carry out a series of schemes to disguise their existence. This thesis discusses how the

implementation of beneficial ownership principle by law enforcement officials in handling cases of

corruption and how the beneficial ownership rules and database can support the eradication of corruption.

The method used in this thesis is normative juridical. The results of this study are that law enforcement

officials in Indonesia have uncovered several corruption cases involving beneficial owner, among them is 

Muhammad Nazarudin (wisma atlet corruption case), Muhammad Yahya Fuad (Kabupaten Kebumen

corruption case), and Eddy Sindhoro (Secretary supreme court bribery case). From this case, we can see that

the beneficial owner principle has been recognized in corruption laws, corporate punishment, and money

laundering crimes. Presidential Decree 13 of 2018 has also specifically regulated the definition, criteria, and

reporting of beneficial owner. However, the implementation of these regulations still has several obstacles;
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one of them is the recording of personal legal information that is spread across various regulations, the

absence of an adequate check and balances mechanism, the lack of synergy between institutions, and the use

of Beneficial owner databases that have not yet been implemented optimally.


